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APBD perubahan 2020 Sulbar turun Rp263 miliar 

 

  
Sumber foto: http://raw.cdn.baca.co.id/b2b02c98-470f-4bb9-8b08-536f91df9c79 

 

 

Mamuju (ANTARA) - Volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun 

2020 Provinsi Sulawesi Barat mengalami penurunan sebesar Rp263 miliar atau sekitar 11,83 persen. 

"Pendapatan APBD perubahan Provinsi Sulbar tahun 2020 turun sekitar 11,83 persen, dari Rp2,220 

triliun menjadi Rp1,956 triliun, atau turun sebesar Rp263 miliar," kata Sekda Sulbar Muhammad Idris, di 

Mamuju, Minggu. 

 

Ia mengatakan, sementara belanja pada APBD perubahan Sulbar turun, 9,84 persen dari Rp2,225 triliun, 

menjadi Rp2,006 triliun atau turun sebesar Rp 218 miliar. Menurut dia, penerimaan pembiayaan daerah, 

yang sebelumnya sebesar Rp 57 miliar, berubah menjadi Rp97 miliar setelah APBD perubahan, 
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mengalami kenaikan sebesar Rp44 miliar. "Kenaikan ini karena penyesuaian hasil audit BPK atas laporan 

keuangan APBD 2019 dari sisa lebih perhitungan anggaran 2019," ujarnya. 

 

Sedangkan, untuk pengeluaran pembiayaan daerah, yang semula sebesar Rp52 miliar , berubah menjadi 

Rp47 miliar lebih atau mengalami penurunan sebesar Rp4,5 miliar yang digunakan untuk penyertaan 

modal kepada PT Sulawesi Barat Malaqbi dan pembayaran pokok utang kepada PT Sarana Multi 

Infrastruktur. 

 

Sekda Sulbar Muhammad Idris, mengatakan, dalam kebijakan pendapatan daerah pada perubahan APBD 

Sulbar berdasarkan kondisi kapasitas fiskal daerah, serta memperhatikan perhitungan APBD Sulbar 2020 

khususnya dampak COVID-19 pada berbagai sektor. "Hal ini menjadikan pertimbangan Pemprov Sulbar 

dalam menentukan arah kebijakan dalam APBD tahun 2020, dengan melakukan perubahan dan 

penyesuaian dan mempertimbangkan kegiatan yang merupakan arahan dari pemerintah pusat," ujarnya. 

 

Ia juga mengatakan, kewajiban kepada pemerintah kabupaten berupa bagi hasil pajak daerah, kewajiban 

terhadap belanja yang berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK), penataan kembali belanja gaji dan 

tunjangan pegawai berdasarkan realisasi gaji sampai dengan Agustus 2020 dan penganggaran pencegahan 

dan penangan dampak COVID-19 juga menjadi perhatian pemerintah Sulbar. Idris menuturkan, Pemprov 

Sulbar berharap rancangan perubahan APBD tersebut dapat segera dibahas dan disetujui, mengingat 

waktu yang sangat terbatas untuk tahap pelaksanaan pada sisa waktu tahun 2020. 

 

Sumber: 

ANTARA SULSEL, APBD perubahan 2020 Sulbar turun Rp263 miliar, Minggu, 20 September 2020. 

https://makassar.antaranews.com/berita/212773/apbd-perubahan-2020-sulbar-turun-rp263-

miliar 

 

Catatan:  

Perubahan APBD diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Dasar dapat dilakukannya perubahan APBD, yaitu apabila terjadi: 

a.  perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; 

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar 

kegiatan, dan antar jenis belanja; 
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c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam 

tahun berjalan; 

d. keadaan darurat; dan/atau 

e. keadaan luar biasa. 

Dalam rangka percepatan penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, 

proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dapat 

dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama Tahun Anggaran 2020, namun 

persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD atas rancangan peraturan daerah dimaksud 

dilakukan setelah persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020. Persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD 

terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan paling 

lambat akhir bulan September 2020. 


